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Abstract

This study elaborates on the urgency of establishing People’s Mining Areas
(WPR) in the governance of tin mining in Bangka Belitung following the
centralization of mining authority. Utilizing a juridical-normative research
method and a statutory approach, the study examines the reality of "das sein™ with
the relevance of "das sollen” to identify legal gaps and propose strategic
solutions. The analysis indicates that the issuance of Law No. 3 of 2020 and
Presidential Regulation No. 55 of 2022 has clearly delineated the authorities of
the central and regional governments. One of the regional authorities pertains to
the field of People's Mining Licenses (IPR). Although the IPR mechanism has
been regulated since Law No. 4 of 2009, its implementation in Bangka Belitung
has been imbalanced and inefficient. Between 2009 and 2020, the number of
illegal tin miners, particularly in coastal and offshore areas, increased, while the
number of IPRs utilized remained very limited. This condition has not changed
significantly from the period of 1998-2009 when illegal tin mining began to
encroach. Therefore, by delegating the IPR back to the regions, the government
needs to prepare mechanisms to optimize mining governance. This includes
establishing WPRs as a fundamental condition for granting IPRs, particularly in
addressing the challenges of illegal tin mining in coastal and offshore areas. In
this context, the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) becomes
a crucial instrument in the management of marine space, which explicitly
prohibits mining activities in coastal areas to protect ecosystems and prevent
further environmental degradation.
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Ringkasan
Penelitian ini menguraikan urgensi pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat
(WPR) dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung setelah
sentralisasi kewenangan pertambangan. Menggunakan metode penelitian yuridis-
normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini memeriksa kenyataan
"das sein" dengan relevansi "das sollen" untuk mengidentifikasi kesenjangan
hukum dan mengusulkan solusi strategis. Analisis menunjukkan bahwa penerbitan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022
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telah secara jelas membedakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah
satu kewenangan daerah adalah di bidang lzin Pertambangan Rakyat (IPR).
Meskipun mekanisme IPR telah diatur sejak Undang-Undang No. 4 Tahun 2009,
pelaksanaannya di Bangka Belitung masih tidak seimbang dan tidak efisien.
Antara tahun 2009 hingga 2020, jumlah penambang timah ilegal, terutama di
daerah pesisir dan lepas pantai, meningkat, sementara jumlah IPR yang
dimanfaatkan tetap sangat terbatas. Kondisi ini tidak berubah secara signifikan
dari periode 1998-2009 ketika penambangan timah ilegal mulai merambah. Oleh
karena itu, dengan mendelegasikan kembali IPR kepada daerah, pemerintah perlu
mempersiapkan mekanisme untuk mengoptimalkan tata kelola pertambangan. Ini
termasuk pembentukan WPR sebagai kondisi dasar untuk pemberian IPR,
terutama dalam mengatasi tantangan penambangan timah ilegal di daerah pesisir
dan lepas pantai. Dalam konteks ini, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ruang laut,
yang secara tegas melarang aktivitas penambangan di kawasan pesisir untuk
melindungi ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut.

Kata Kunci: perumusan kebijakan; izin pertambangan rakyat, wilayah
pertambangan rakyat, RZWP3K

A. Pendahuluan mencapai 40% dari penerimaan

Pertambangan timah menjadi
sektor ekonomi yang berkontribusi
dominan terhadap pendapatan daerah
di Bangka Belitung. Pada 2022, total
produksi timah di Bangka Belitung
mencapai  74.000 ton, yang
berkontribusi sebanyak US$ 2.3
miliar. Jumlah ini meningkat dari
tahun 2021 yang mencapai produksi
34.000 ton dengan nilai ekspor US$
2.3 miliar. Dalam 10 tahun terakhir,
rata-rata produksi timah di Bangka
Belitung mencapai 60.000 ton,
dengan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap

daerah di Bangka Belitung.*
Kontribusi  tinggi  sektor
pertambangan timah terhadap
perekonomian daerah disertai dengan
sejumlah
dihadapi. Pada 2024, Kejaksaan

Agung  melakukan

permasalahan yang

pengusutan
terhadap kasus korupsi tata niaga
timah, vyang menetapkan 22
tersangka dengan total nilai kerugian
mencapai Rp 300 triliun. Korupsi

tata niaga timah menjadi skandal

1 Andri  Yanto dkk.,  “Implikasi
Resentralisasi Kewenangan Pertambangan
Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah
Di Bangka Belitung,” Jurnal Interpretasi
Hukum 4, no. 2 (2023): 344-57,
https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.3
44-357.
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kasus korupsi pertambangan terbesar
di Indonesia. Berkaitan dengan
permasalahan tersebut, tata niaga
timah yang tidak diatur secara baik
berdampak pada banyaknya
pertambangan timah yang dilakukan
tanpa izin.

Pertambangan tanpa izin

menjadi fenomena yang muncul

sejak pemerintah menetapkan
kebijakan otonomi daerah.
Penerbitan Peraturan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan No.
443 Tahun 2002 yang mengeluarkan
timah dari daftar mineral strategis
menjadikan perdagangan timah tidak
secara langsung diawasi  oleh
negara.? Kebijakan ini selanjutnya
diikuti olen UU No. 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah, yang
memastikan kewenangan pemerintah
daerah dalam pengelolaan

pertambangan timah.> Sejak fase

2 Derita Prapti Rahayu dkk., “Countering
Illegal Tin Mining with a Legal Formulation
of Law Based on Local Wisdom in Bangka
Belitung, Indonesia,” Cogent  Social
Sciences 10, no. 1 (31 Desember 2024):
2311053,
https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311
053.

5 Asmarhansyah  Asmarhansyah  dkk.,
“Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah
Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di
Kepulauan Bangka Belitung,” Jurnal
Sumberdaya Lahan 12, no. 2 (25 Juni 2020):
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tersebut, pertambangan timah
menjadi fenomena yang menjamur,
dengan keikutsertaan masyarakat
untuk  melakukan pertambangan
langsung, baik secara konvensional
maupun inkonvensional. Namun,
dengan tidak berhasil efektifnya
mekanisme perizinan, menyebabkan
masyarakat  yang menambang
melakukanya tanpa mengurus izin
dari pemerintah.*

Maraknya pertambangan
timah tanpa izin di Bangka Belitung
tidak terbatas di wilayah daratan.
Aktivitas pertambangan di wilayah
laut dan perairan telah menjadi
permasalahan yang sulit diatasi.
Wilayah laut dan perairan, yang
memiliki luas sekitar 65.301 km?
atau 79,90 persen dari total wilayah
Provinsi

Kepulauan Bangka

Belitung, menghadapi  aktivitas
penambangan yang sulit dikontrol
dan diatur secara efektif. Area ilegal
yang digunakan untuk penambangan
timah ini diperkirakan mencapai

puluhan ribu hektar, meskipun data

73-82,
https://doi.org/10.2018/jsdl.v12i2.10054.

4 Indra lIbrahim, “Dampak Penambang
Timah lllegal Yang Merusak Ekosistem di
Bangka Belitung,” Jurnal Hukum dan Bisnis
1, no. 1 (2023).
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akurat sulit didapatkan.® Dampak
dari aktivitas ini sangat merugikan,
baik dari segi lingkungan, ekonomi,
maupun sosial. Kerusakan
lingkungan yang signifikan terjadi,
termasuk pencemaran laut,
sedimentasi yang merusak terumbu
karang, dan hilangnya habitat biota
laut. Kerusakan ini mengancam
keseimbangan ekosistem laut yang
menjadi sumber kehidupan banyak
spesies, serta mengganggu aktivitas
nelayan setempat.®

Dalam perspektif ekonomi,
penambangan tanpa izin di wilayah
laut dan eprairan berdampak pada
hilangnya potensi pendapatan yang
signifikan dari pajak dan retribusi
yang seharusnya bisa didapatkan dari

penambangan legal. Selain itu,

5 Indra Ambalika Syari dkk., “Dampak
Penambangan Timah di Laut Terhadap
Ekosistem Terumbu Karang di Pulau
Pemuja dan Malang Duyung, Kabupaten
Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung,” Journal of Tropical Marine
Science 5, no. 1 (3 Mei 2022): 63-69,
https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5
i1.2965.

6 | lbrahim, N Zukhri, dan R Rendy,
“Between Natural Tourism, the Booming of
Laskar Pelangi Film, and the Image of
Environmental Damage: Measuring the
Perception of Regional Tourist on Bangka
Belitung Tourism,” Journal of Physics:
Conference Series 1351, no. 1 (1 November
2019): 012107,
https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1351/1/012107.
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infrastruktur perikanan yang rusak
menambah kerugian ekonomi yang
dirasakan oleh masyarakat lokal.
Penambangan ilegal ini  juga
menciptakan konflik sosial yang
kompleks. Konflik kerap terjadi
antara penambang ilegal, aparat
penegak hukum, dan masyarakat
pesisir yang terdampak.’

Statistik mengenai
penambangan ilegal menunjukkan
situasi yang memprihatinkan.
Produksi timah ilegal diperkirakan
mencapai ratusan ribu ton per tahun,
meskipun jumlah pastinya sulit
dihitung. Ribuan orang, termasuk
banyak anak-anak, terlibat dalam
aktivitas penambangan ini. Data dari
Ditpolairud Polda Bangka Belitung
tahun 2023 mencatat 130 kasus
penambangan ilegal dengan 200
tersangka, mengindikasikan
tingginya tingkat pelanggaran hukum
yang terjadi.

Analisis dalam penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi

7 Ronaldo Irzon, ‘“Penambangan timah di
Indonesia: ~ Sejarah, masa kini, dan
prospeksi,” Jurnal Teknologi Mineral dan
Batubara 17, no. 3 (September 2021): 179-
89,
https://doi.org/10.30556/jtmb.\VVol17.No3.20
21.1183.
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upaya penegakan hukum yang
dilakukan dalam mengatasi
pertambangan timah ilegal di
wilayah laut dan perairan di Bangka
Belitung, tantangan yang dihadapi,
dan solusi pendekatan yang dapat
dilakukan. Dengan mengelaborasi
ketiga aspek tersebut, penelitian ini
dapat menjadi masukan kebijakan
bagi pemangku kepentingan dalam
memformulasikan strategi penegakan
hukum yang ideal dan efektif.
Penelitian ini menawarkan
inovasi dalam dua aspek utama.
Pertama, penelitian ini memberikan
analisis mendalam mengenai peran
khusus  Wilayah  Pertambangan
Rakyat (WPR) dalam mengatasi
masalah tambang timah ilegal di
Bangka Belitung, yang sebelumnya
belum banyak dibahas dalam studi
hukum dan kebijakan pertambangan.
Kedua, dengan memfokuskan pada
dampak sentralisasi kewenangan
pertambangan  melalui
Undang No. 3 Tahun 2020 dan

Peraturan Presiden No. 55 Tahun

Undang-

2022, penelitian ini mengeksplorasi
bagaimana
Pertambangan Rakyat (IPR) ke

pengembalian Izin

pemerintah daerah dapat menjadi
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solusi strategis untuk meningkatkan
efisiensi dan keseimbangan dalam
pelaksanaan IPR. Hal ini juga
bertujuan untuk mengurangi praktik
penambangan ilegal yang terus
meningkat sejak tahun 1998. Melalui
pendekatan  yuridis-normatif  dan
analisis terhadap realitas "das sein™
dan "das sollen,” studi ini tidak
hanya mengidentifikasi kesenjangan
hukum yang ada tetapi juga
memberikan rekomendasi  praktis
untuk pembentukan WPR sebagai
syarat mendasar bagi pemberian IPR

yang lebih efektif.

B. Metode Penelitian
dilakukan

dengan menggunakan metode

Penelitian  ini

analisis normatif untuk mengkaji
norma dan aturan hukum yang
mengatur penambangan timah tanpa
izin di wilayah laut dan pesisir di
Bangka Belitung. Metode ini
bertujuan untuk memahami kerangka
hukum yang berlaku, termasuk
undang-undang, peraturan
pemerintah, dan peraturan daerah

yang relevan dalam  konteks
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penambangan  ilegal.®  Dengan
pendekatan deduktif, penelitian ini
memulai dari teori dan konsep
hukum yang umum untuk kemudian
diterapkan pada kasus spesifik di
Bangka  Belitung.  Selanjutnya,
peneliti menganalisis norma dan
aturan hukum yang relevan, serta
mengevaluasi efektivitas penegakan
hukum terhadap praktik
penambangan timah tanpa izin di
wilayah  tersebut. Tujuan dari
penelitian ~ ini  adalah  untuk
mengidentifikasi ~ kekuatan  dan
kelemahan dalam kerangka hukum
yang ada serta  memberikan
rekomendasi untuk perbaikan
penegakan hukum dan kebijakan
terkait dengan penambangan timah
ilegal di kawasan pesisir Bangka
Belitung.

Penelitian ini bersifat studi
deskriptif dan analitis yang bertujuan
untuk menjelaskan serta
menggambarkan norma dan aturan
hukum yang mengatur penambangan
timah di Indonesia, khususnya dalam

konteks penambangan ilegal di

8 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi,
Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris: Edisi Kedua (Jakarta: Prenada
Media, 2022).
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wilayah laut dan pesisir Bangka
Belitung. Melalui kajian literatur
yang mencakup undang-undang
seperti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020,
Nomor 32 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

Undang-Undang

2020 tentang Rencana Zonasi
Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K), penelitian ini bertujuan
untuk menghasilkan rekomendasi
yang dapat meningkatkan efektivitas
penegakan hukum terhadap
penambang timah tanpa izin di
Bangka Belitung. pentingnya
mematuhi hukum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

C. Pembahasan

1. Faktor Krimonogen
Pertambangan Timah Tanpa
Izin di Wilayah Laut dan
Pesisir

Kompleksitas tantangan

penegakan hukum terhadap
penambangan tanpa izin di wilayah
laut dan pesisir Bangka Belitung
memang memerlukan pendekatan
yang integratif dari hulu ke hilir.

Untuk itu, strategi penegakan hukum
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harus mampu menyasar sumber-
sumber permasalahan yang
mendasari  praktik penambangan
ilegal ini. Fokus pertama adalah
penyelesaian permasalahan dari hulu,
yang mencakup isu-isu terkait
perizinan dan regulasi. Tidak
efektifnya perizinan IPR menjadi
salah satu masalah utama. IPR
adalah  jenis  perizinan  yang
dirancang untuk bisa diakses oleh
masyarakat ~ umum,  khususnya
mereka yang melakukan
penambangan dalam skala kecil.
Namun,  kenyataannya,  proses
perizinan ini sering kali dihadapkan
pada birokrasi yang rumit dan
persyaratan  yang  berbelit-belit.
Prosedur pengurusan yang tidak
efisien menjadi hambatan besar bagi
masyarakat untuk mendapatkan izin
yang sah.

Sejak diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Minerba, terjadi
perpindahan kewenangan
pengelolaan PR dari pemerintah
daerah ke  pemerintah  pusat.
Perubahan ini semakin mempersulit
masyarakat dalam mengurus

perizinan, karena mereka harus

Nama: Armitran

berhadapan dengan sistem birokrasi
yang lebih kompleks di tingkat pusat.
Ketiadaan layanan yang memadai di
tingkat lokal membuat masyarakat
merasa bahwa proses perizinan
terlalu sulit dan memakan waktu,
sehingga banyak yang memilih untuk
menambang tanpa izin.

Bangka Belitung juga
menghadapi tantangan besar karena
Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR) yang

belum menetapkan

mencukupi. WPR adalah zona yang
khusus ditetapkan untuk kegiatan
pertambangan oleh rakyat, yang
seharusnya memudahkan masyarakat
dalam mengurus IPR. Namun,
dengan belum ditetapkannya WPR
yang memadai, masyarakat tidak
memiliki tempat yang sah untuk
melakukan kegiatan penambangan
mereka, sehingga IPR sulit untuk
diberikan. Hal ini menciptakan
situasi di mana masyarakat tidak
punya pilihan selain  menambang
secara ilegal. Untuk mengatasi

masalah  ini, pemerintah  perlu

melakukan beberapa langkah
strategis. Pertama, adalah
menyederhanakan prosedur

perizinan. Prosedur yang lebih
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sederhana  dan  efisien  akan
mendorong lebih banyak masyarakat
untuk mengurus izin secara legal.
Hal ini bisa dilakukan dengan
mengurangi persyaratan yang tidak
perlu dan memanfaatkan teknologi
untuk mempercepat proses perizinan.

Kedua, pemerintah perlu
memperkuat sosialisasi mengenai
pentingnya IPR dan keuntungan
yang bisa didapatkan dengan
memiliki izin yang sah. Banyak
masyarakat yang tidak memahami
atau bahkan tidak mengetahui
prosedur perizinan yang ada. Dengan
sosialisasi yang tepat, diharapkan
masyarakat akan lebih sadar dan
termotivasi untuk mengurus izin
resmi. Ketiga, pemerintah harus
bekerja sama dengan pemerintah
daerah untuk mengaktifkan kembali
mekanisme IPR. Ini bisa dilakukan
dengan cara memperkuat kantor
perwakilan di daerah yang dapat
membantu masyarakat dalam
mengurus perizinan. Dengan adanya
kantor perwakilan ini, masyarakat
tidak perlu lagi berurusan langsung
dengan birokrasi di tingkat pusat,
yang sering kali menjadi hambatan

utama.

Nama: Armitran

Keempat, perlu  adanya
evaluasi dan penetapan WPR yang
lebih luas dan mencakup seluruh
wilayah  potensial di  Bangka
Belitung. Pemerintah daerah harus
melakukan pemetaan wilayah yang
memiliki  potensi tambang dan
menetapkannya  sebagai  WPR.
Dengan adanya WPR yang jelas dan
memadai, masyarakat akan memiliki
tempat yang sah untuk melakukan
kegiatan  penambangan  mereka,
sehingga IPR dapat lebih mudah
diberikan. Kelima, pemerintah juga
perlu mengadopsi pendekatan
partisipatif ~ dalam  pengelolaan
pertambangan. Masyarakat harus
dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan terkait penetapan WPR
dan perizinan. Dengan melibatkan
masyarakat, pemerintah bisa
memastikan bahwa kebijakan yang
dibuat sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi di lapangan. Partisipasi
masyarakat juga akan meningkatkan
rasa memiliki dan tanggung jawab
mereka terhadap aturan yang dibuat.
Alternatif ~ solusi  lain  adalah
pemerintah  perlu  memberikan
insentif kepada masyarakat yang

mengurus IPR. Insentif ini bisa
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berupa  bantuan teknis, akses
terhadap teknologi pertambangan
yang lebih ramah lingkungan, serta
dukungan pemasaran hasil tambang.
Dengan insentif yang  tepat,
masyarakat akan lebih termotivasi
untuk mengurus izin dan mematuhi
aturan yang ada.

Sementara penyelesaian dari
hulu lebih berfokus pada aspek
perizinan dan regulasi, penyelesaian
dari  hilir

penegakan hukum dan jaringan

menargetkan  aspek

distribusi ~ timah  ilegal  yang
beroperasi di Bangka Belitung. Salah
satu faktor utama yang
memungkinkan penambangan tanpa
izin terus ada dan berkembang
adalah keberadaan jaringan pembeli
timah yang terorganisir dengan baik,
baik  oleh smelter maupun
pengumpul perorangan. Pembelian
timah hasil penambangan tanpa izin
merupakan masalah serius yang
perlu ditangani dengan tegas. UU
No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba
telah mengatur ketentuan sanksi bagi
pihak yang terlibat dalam pembelian
timah ilegal. Smelter yang terbukti
membeli timah hasil penambangan

tanpa izin dapat dikenai sanksi yang
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sangat berat, termasuk pembekuan
izin operasi.

Untuk menanggulangi
masalah ini, diperlukan upaya
penertiban yang intensif terhadap
jaringan pembeli timah dan smelter
yang terbukti melakukan pembelian
timah hasil penambangan tanpa izin.
Pemerintah harus melakukan
inspeksi rutin dan mendadak pada
smelter-smelter serta  melakukan
audit terhadap sumber timah yang
mereka beli. Jika ditemukan adanya
pembelian timah ilegal, maka harus
segera diambil tindakan hukum yang
tegas dan transparan. Selain itu,
sanksi yang diterapkan  harus
memberikan efek jera yang cukup
kuat agar tidak ada lagi pihak yang
berani membeli timah tanpa izin.
Penertiban  tidak hanya harus
dilakukan terhadap jaringan pembeli,
tetapi juga terhadap penambang di
laut dan pesisir yang terbukti
merusak  lingkungan.  Meskipun
alasan ekonomi sering kali dijadikan
pembenaran untuk praktik
penambangan tanpa izin, hal ini tidak
boleh  menjadi  alasan  untuk
diskresi

memberikan terhadap

penambang yang merusak
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lingkungan. Penambangan di laut
dan pesisir menyebabkan kerusakan
yang massif dan sulit diperbaiki.
Kapal isap atau ponton yang
beroperasi dengan mengangkat pasir
dari dasar laut dan menyaringnya
menimbulkan polusi yang merusak
ekosistem dasar laut, membunuh
ikan serta biota laut lainnya, dan
mengganggu aktivitas nelayan.
Penegakan hukum yang tegas
harus dilakukan terhadap penambang
yang merusak lingkungan.
Pemerintah  harus  memperketat
pengawasan dan mengambil tindakan
hukum yang tegas terhadap kapal
isap dan ponton yang beroperasi
secara ilegal. Selain itu, perlu ada
kerja sama yang erat antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan aparat penegak hukum untuk
memastikan bahwa semua
penambang mematuhi regulasi yang
ada dan tidak merusak lingkungan.
Sebagai  bagian  dari  strategi
penegakan  hukum, perlu juga
ditingkatkan pendidikan dan
kesadaran lingkungan di kalangan
masyarakat dan penambang.
Pemerintah dan organisasi

lingkungan harus aktif melakukan
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sosialisasi mengenai dampak negatif
dari  penambangan tanpa izin,
khususnya terhadap lingkungan laut
dan pesisir. Dengan meningkatkan
kesadaran akan pentingnya menjaga
kelestarian lingkungan, diharapkan
masyarakat akan lebih bertanggung
jawab dan menghindari praktik
penambangan yang merusak.

Selain  penegakan hukum,
pemerintah juga harus berupaya
menyediakan alternatif ekonomi bagi
masyarakat yang bergantung pada
penambangan. Program
pengembangan ekonomi alternatif,
seperti pertanian, perikanan, dan
pariwisata, perlu dikembangkan
untuk memberikan sumber
pendapatan yang berkelanjutan bagi
masyarakat. Dengan adanya
alternatif ekonomi yang lebih ramah
lingkungan, diharapkan masyarakat
tidak lagi tergantung pada

penambangan tanpa izin.

3. Optimalisasi Pertambangan
Rakyat Melalui Pembentukan
Wilayah Pertambangan
Rakyat

Faktor kunci dalam
menyukseskan tata kelola
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penambangan legal dengan
memanfaatkan Izin Pertambangan
Rakyat (IPR) adalah dengan terlebih
dahulu melengkapi fasilitas guna
mempermudah perolehan perizinan.
Tanpa komitmen pemerintah untuk
menyediakan fasilitas dan
kelengkapan tersebut, sulit
diharapkan bahwa penambangan
ilegal akan dapat diatasi secara
tuntas. Dari sisi kuantitas, jumlah
penambang timah rakyat sangat
besar dan membutuhkan lahan
pertambangan yang luas. Namun,
ketersediaan Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR) sebagai 'zona aman'
penambangan sangat sedikit dan
tidak memadai.

Pada tahun 2014, Bangka
Belitung hanya memiliki 3.755
hektar WPR vyang tersebar di
beberapa kecamatan di  Pulau
Bangka. Jumlah ini sangat kecil
dibandingkan dengan jumlah
penambang yang terus bertambah.
Akibatnya, banyak penambang yang
memanfaatkan lahan kaya mineral di
luar WPR, termasuk di IUP PT
Timah dan lahan pribadi.
Ketidakmampuan pemerintah dalam

mempersiapkan tata kelola dan
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wilayah yang baik mendorong
sulitnya mengatasi tambang ilegal.
Pada periode 2022-2023, sejumlah
Kabupaten telah mengajukan rencana
pembentukan WPR kepada
Pemerintah Provinsi dan kemudian
disampaikan kepada Kementerian
ESDM. Langkah ini merupakan
upaya progresif dan penting, namun
perlu terus diupayakan melalui
berbagai pendekatan untuk
memastikan tercapainya
pembentukan WPR di Bangka
Belitung.

Pembentukan WPR harus
didasarkan pada penghitungan yang
komprehensif  untuk  memastikan
jumlah WPR yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan
dapat mengurangi potensi dampak
lingkungan. Pemerintah Kabupaten
dan Provinsi perlu mempersiapkan
mekanisme dan memberikan
sosialisasi kepada masyarakat terkait
pembentukan  WPR,

perolehan  IPR, serta  bentuk

mekanisme

pertanggungjawaban yang harus
dilakukan oleh  penambang di
wilayah WPR tersebut. Upaya ini
memerlukan kerja kolektif dan

bertahap, namun perlu segera
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dilakukan untuk mengatasi berbagai
masalah akibat penambangan timah
ilegal dan ketidakpastian kebijakan
pasca  sentralisasi  kewenangan
pertambangan.

Selain  pembentukan WPR
dan sosialisasi kepada masyarakat,
pemerintah juga perlu mengambil
langkah tegas untuk memastikan
tidak menjamurnya pertambangan
timah ilegal setelah mekanisme IPR
menjadi lebih terjangkau dan mudah
diurus perizinannya. Aparat penegak
hukum  perlu bertindak tegas,
terukur, dan sesuai dengan ketentuan
hukum  yang  berlaku, untuk
menertibkan seluruh operasi
pertambangan yang tidak memiliki
perizinan. Alasan ekonomi dan
surplus pendapatan masyarakat tidak
lagi dapat ditoleransi, karena
perizinan IPR telah dapat dijangkau
oleh  masyarakat.  Selain itu,
penegakan hukum juga menjadi
faktor fundamental untuk
memastikan berhentinya kerusakan
alam dan lingkungan yang selama ini
terjadi.

Eksploitasi tambang timah
meninggalkan jejak kerusakan alam

yang luas di Bangka Belitung.
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Menurut inventarisasi data kerusakan
lingkungan yang dirilis oleh Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Bangka Belitung pada 2014, dari
total luas daratan yang mencapai
1.675.240,51 hektar, terdapat lahan
15,15%, lahan
potensial kritis sebesar 37,28%,

kritis  sebesar

lahan agak kritis sebesar 44,54%,
dan hanya 10,79% yang termasuk
lahan tidak kritis. Sementara itu,
survei yang dilakukan oleh Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada
2020 melaporkan bahwa lahan kritis
telah meningkat
1.053.253,19 hektar, atau 64,12%

menjadi

dari total luas daratan. Dalam
sepuluh tahun terakhir, Bangka
Belitung juga telah kehilangan
320.000 hektar lahan produktif

akibat aktivitas pertambangan.

Kerusakan lingkungan akibat
pertambangan  timah  berkaitan
langsung dengan proses pengerukan
dan pemilahan bijih timah dari tanah
dan dasar laut. Berdasarkan data PT
Timah, kandungan bijih timah di
Bangka Belitung rata-rata adalah

0.32-0.43 kilogram per meter kubik.
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Dengan total produksi mencapai
82.820 ton pada 2018, dibutuhkan
pemindahan tanah sebesar 18,6 juta
meter kubik hanya dalam waktu satu
tahun. Dalam kurun waktu lima
tahun, 2017-2021, total produksi
timah Bangka Belitung adalah
291.590 ton, yang memerlukan
pengerukan tanah seluas 65,8 juta
meter kubik. Tanah sisa
pertambangan timah tidak dapat
dijadikan lahan produksi dan sering
digunakan sebagai area
penambangan skala kecil oleh
masyarakat. Berbeda dengan lahan
bekas tambang perusahaan yang
wajib direklamasi, tambang skala
kecil ilegal meninggalkan kolong
dan pencemaran tanpa penanganan.
Data Dinas Lingkungan Hidup pada
2021 menunjukkan bahwa sebanyak
75% dari 67 sungai yang mengalir di
Bangka Belitung telah tercemar
akibat pertambangan ilegal.
Sementara itu, tujuh sungai yang
menyimpan cadangan air tawar
terbesar di Bangka, yaitu Sungai
Mabet, Kayubesi, Limbung,
Baturusa, Selindung, Pangkalbalam,
dan Rangkui masuk dalam kategori

tercemar berat dengan kandungan
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senyawa kimia melebihi baku mutu
air berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2011.

Degradasi lingkungan yang
sistematis merubah bentang alam
Bangka Belitung menjadi 'Dead
Islands’ diperkirakan masih akan
berlangsung dalam beberapa dekade
berikutnya. Pada 2020, total
cadangan timah dunia yang diketahui
adalah sebesar 4.741.000 ton, dengan
800.000 ton (17%) berada di
Indonesia. Dengan laju
penambangan rata-rata 70.000 ton
per tahun, Bangka Belitung akan
tetap ditambang setidaknya hingga
2035. Namun, eksplorasi yang terus
dilakukan seiring waktu
kemungkinan besar akan
menghasilkan  temuan  cadangan
baru, yang berarti memperpanjang

usia eksploitasi timah di pulau ini.

Untuk itu,

WPR menjadi penting sebagai solusi

pembentukan
strategis dalam memastikan
terlaksananya tata kelola
pertambangan timah rakyat berbasis
pada pengaturan perizinan. Kendali
pemerintah daerah atas sumber daya

alam harus dilakukan  dengan
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membuat hubungan hukum langsung
dengan penambang dalam bentuk
IPR. Melalui skema perizinan,
pemerintah  dapat melaksanakan
fungsi pengawasan, kontrol, dan
penanggulangan untuk mencegah
terjadinya degradasi akibat aktivitas
pertambangan liar, baik dalam aspek

ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

D. Penutup

Kompleksitas dan tantangan
penegakan hukum terhadap
penambangan timah tanpa izin di
wilayah laut dan pesisir masih
menjadi persoalan fundamental di
Bangka Belitung. Penambangan
tanpa izin terus berkembang karena
beberapa faktor utama yang berakar
dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu,
ketidakefisienan dalam perizinan IPR
dan  perubahan regulasi yang
membingungkan masyarakat
membuat proses perizinan sulit
diakses. Sementara itu, dari sisi hilir,
jaringan pembeli timah ilegal dan
smelter yang terlibat  dalam
pembelian  timah  tanpa izin
menambah masalah ini, karena
mereka memberikan pasar bagi hasil

tambang ilegal. Penegakan hukum
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yang lemah juga menjadi penyebab
utama mengapa penambangan ilegal
tetap ada. Aparat hukum cenderung
memberikan diskresi pada
penambangan skala kecil dan
menengah karena alasan ekonomi,
namun hal ini hanya memperburuk
kerusakan lingkungan yang terjadi,
terutama di laut dan pesisir.
Penambangan laut menggunakan
kapal isap atau ponton yang merusak
ekosistem dasar laut, membunuh
biota laut, dan mengganggu mata
pencaharian nelayan. Hingga saat ini,
pemerintah daerah melalui segala
fluktuasi usaha belum berhasil
Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR) yang

menghadirkan

cukup dan mekanisme perizinan
yang mudah serta implementatif.
Dengan demikian, maka solusi
prospektif dalam menangani
permasalahan pertambangan timah
rakyat di Bangka Belitung adalah
dengan mempercepat pembentukan
Wilayah
(WPR). Melalui WPR, skema IPR

yang saat ini berada dibawah

Pertambangan  Rakyat

kewenangan
Pasca Perpres 55/2022, dapat

diimplementasikan  dengan  tata

pemerintah  daerah
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kelola yang lebih efisien. Manajemen dan lingkungan sesuai dengan visi
pertambangan timah di Bangka pembangunan  berkelanjutan  di
Belitung merupakan aspek Indonesia.

fundamental  dalam  menjamin

terpenuhinya kebutuhan ekonomi
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